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ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN
2023

Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai analisis perhitungan,
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. XXX
Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan perhitungan,
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan
oleh PT. XXX. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perhitungan dan
pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. XXX telah sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Namun, ditemukan adanya kesalahan dalam
perhitungan yang menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 30.612 dan mengharuskan
perusahaan melakukan pembetulan yang menimbulkan sanksi bunga sebesar Rp 2.449.
Selain itu, dalam pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23,
perusahaan masih mengalami keterlambatan. Hal tersebut mengakibatkan
dikenakannya sanksi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran sejumlah Rp 59.383
serta sanksi denda atas keterlambatan pelaporan sejumlah Rp 200.000. Oleh karena
itu, perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan agar tidak terjadi
kesalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Perusahaan juga perlu
memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, yaitu
tanggal 10 bulan berikutnya untuk kewajiban penyetoran pajak dan tanggal 20 bulan
berikutnya untuk kewajiban pelaporan pajak. Dengan mematuhi ketentuan ini,
perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib dan
sesuai aturan.

Kata kunci: Analisis, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh
Pasal 23.



ABSTRACT

ANALYSIS OF CALCULATION, WITHDRAWAL, DEPOSIT AND REPORTING
INCOME TAX ARTICLE 23 ON PT. XXX YEAR 2023

This Final Assignment Report discusses the analysis of calculations, deductions,
deposits and reporting of Income Tax Article 23 at PT. XXX 2023. This research aims
to evaluate the implementation of calculations, deductions, deposits and reporting of
Income Tax Article 23 carried out by PT. XXX. Based on the research results, the
implementation of calculations and deductions for Income tax Article 23 at PT. XXX
is in accordance with the provisions of Tax Law Number 7 of 2021. However, an error
was discovered in the calculation which resulted in an underpayment of Rp 30.612 and
required the company to make corrections which resulted in an interest penalty of Rp
2,449. Apart from that, in implementing the obligation to deposit and report Income
tax Article 23, companies are still experiencing delays. This resulted in the imposition
of sanctions in the form of interest for late deposits amounting to Rp 59,383 as well as
fines for late reporting amounting to Rp 200,000. Therefore, companies must be more
careful in carrying out calculations to avoid errors that could potentially result in
administrative sanctions. Companies also need to pay attention to the time limits set
out in tax regulations, namely the 10th of the following month for tax payment
obligations and the 20th of the following month for tax reporting obligations. By
complying with these provisions, companies can carry out their tax obligations more
orderly and according to the rules.

Keywords: Analysis, Calculation, Withholding, Depositing and Reporting Income Tax
article 23.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan
sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan
pembangunan nasional. Di Indonesia pajak tidak hanya untuk meningkatkan
pendapatan negara, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara
yang sudah berpenghasilan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang
perpajakan. Dana hasil pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional harus bisa
dinikmati dan bermanfaat untuk para wajib pajak, agar mewujudkan pembangunan
nasional yang efektif dan sesuai harapan maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan
kerja keras guna memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan standarisasi
pelayanan pajak agar hasil pembangunan memuaskan (Erlian dkk, 2015:2).

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dimaksud pajak penghasilan
adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak
langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam
artian beban pajak tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Salah satu pajak
penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau
memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud
dalam PPh Pasal 21.

PPh Pasal 23 termasuk salah satu pajak yang pelunasannya ditahun pajak
berjalan dan pembayaran pajak disetiap bulannya, yang pemotongannya oleh pihak
ketiga sesuai dengan sistem withholding yang juga dianut di Indonesia. Pada akhir
tahun pajak boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh terutang
untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan

pajaknya bersifat final. Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah mengalami
beberapa kali perubahan terakhir yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan proses penetapan besaran pajak yang
harus dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Formula perhitungan
ini telah ditentukan secara jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang oleh wajib pajak
orang pribadi atau badan menggunakan jumlah bruto tidak termasuk pajak
pertambahan nilai (PPN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang
dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau yang telah
jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Setelah perhitungan PPh Pasal 23 telah selesai dilaksanakan, maka pihak-pihak
yang diberikan kekuasaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memotong PPh
Pasal 23 seperti badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, dan penyelenggara
kegiatan diharuskan memotong pajak tersebut, dan diharuskan memberikan bukti
potong kepada pihak yang dikenakan PPh Pasal 23, selanjutnya melakukan penyetoran
pajak penghasilan tersebut ke kas negara. Di sisi lain, bagi pihak yang dipotong PPh
Pasal 23, perusahaan bisa menjadikan pajak yang sudah dipotong tersebut sebagai
pengurang pajak atau kredit pajak pada akhir tahun pajak, harus dengan melampirkan
bukti pemotongan. Dan pihak pemotong selanjutnya mempunyai kewajiban
melakukan penyetoran pajak, bisa dilakukan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk
oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 23
diberlakukan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tetapi, sebelum melakukan
pembayaran pihak pemotong harus membuat ID Billing melalui aplikasi DJP Online.

Tahap berikutnya wajib pajak sebagai pemotong pajak harus melakukan
pelaporan pemotongan PPh Pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong
dengan mengisi SPT PPh Pasal 23/26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak
online dan e-Filing gratis di DJP Online. Fungsi SPT tersebut adalah untuk melaporkan
rincian perhitungan pajak atas pemotongan dan pembayaran pajak yang telah
dilakukan, supaya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengecek apakah
pajak yang disetor sudah sesuai ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Jatuh tempo
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pelaporan PPh Pasal 23 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
Jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 akan dikenakan
denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaporan pajak, tidak
bergantung pada jumlah bulan keterlambatan.

Dalam penerapan PPh Pasal 23 nyatanya masih terdapat masalah yang dialami,
seperti kesalahan perhitungan yang bisa menyebabkan wajib pajak mengalami lebih
bayar atau kurang bayar. Dan selanjutnya berimbas pada pembetulan SPT Masa yang
sudah dilapor. Adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak juga sering
menjadi masalah. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor seperti
kurangnya ketelitian, keterbatasan pemahaman tentang aturan, atau perubahan regulasi
yang sepenuhnya belum dipahami oleh wajib pajak. Jika tidak diatasi dengan baik
permasalahan tersebut dapat merugikan perusahaan. Baik dari segi administrasi dan
waktu yang dibutuhkan saat melakukan pembetulan untuk mempersiapkan dokumen
pendukung serta memastikan laporan diperbaiki dengan benar.

PT. XXX adalah wajib pajak badan yang melakukan pemotongan pajak
penghasilan pasal 23, didalam transaksi yang terjadi dengan pihak lain terdapat objek
PPh Pasal 23, sehingga PT. XXX sebagai pemotong wajib melakukan penghitungan,
pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas sewa dan jasa yang sudah digunakan
karena melakukan transaksi dengan pihak lain. Di PT. XXX mengalami kendala terkait
perhitungan PPh Pasal 23, yang menyebabkan wajib pajak mengalami kurang bayar
sebagai akibat dari kurangnya ketelitian saat melalukan perhitungan. Kesalahan
perhitungan jika belum dibayar bisa langsung diperbaiki. Tetapi jika pajak sudah
terlanjur dibayar dan terlapor, diperlukan pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 23.
Terlambatnya penyetoran dan pelaporan juga menjadi salah satu permasalahan yang
terjadi karena kelalaian atau kendala teknis. Sehingga dapat menimbulkan berbagai
konsekuensi yang merugikan seperti sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per
bulan atas keterlambatan pembayaran. Menyadari dampak dari kesalahan baik
perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan tersebut akan berpengaruh pada
perusahaan maka analisis diperlukan untuk meminimalisir sangsi atau denda yang
didapat. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul “ANALISIS
PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. XXX TAHUN 2023”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada sub bab sebelumnya yang menjadi rumusan

masalah adalah:

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23

yang telah dilakukan oleh PT. XXX pada tahun 2023?

2. Apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh

Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XXX sudah sesuai dengan peraturan perpajakan

yang ditetapkan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a.

Untuk mengetahui proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT.XXX tahun 2023.

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan, pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XXX

dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a.

Bagi perusahaan yaitu, sebagai bahan masukan agar lebih
memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat
melaksanakan administrasi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PPh Pasal 23 secara benar dan tepat waktu agar terhindar dari
denda yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak.

Bagi Politeknik Negeri Bali yaitu, dapat menjadi bahan masukan, sumber
informasi, dan menambah referensi tugas akhir yang dapat digunakan
sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

Bagi mahasiswa yaitu, dapat menambah pengetahuan berharga, lebih
paham mengenai proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PPh 23, dan bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat pada

keadaan yang sebenarnya.



BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka adapun kesimpulannya

adalah sebagai berikut:

1)

2)

PT. XXX melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut,
pemotongan PPh Pasal 23 dihitung dari DPP yang tidak termasuk PPN x tarif
yaitu 2% atas sewa dan jasa selain jasa yang dipotong PPh Pasal 21. Jika wajib
pajak penyedia jasa yang tidak ber-NPWP maka dikenakan tarif seratus persen
lebih tinggi yaitu sebesar 4%. Setelah perhitungan dan pemotongan, PT. XXX
melakukan penyetoran pajak melalui sistem e-Billing. Penyetoran dilakukan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan total penyetoran tahun 2023
sebesar Rp 9.405.654, setelah penyetoran berhasil maka akan diterbitkan BPN
sebagai tanda pembayaran resmi yang berisi informasi penting seperti NTPN.
Selain itu PT. XXX menerbitkan bukti potong yang sesuai dengan kode objek
pajak kemudian diberikan kepada pihak yang dipotong untuk pelaporan pajak
mereka. PT. XXX juga melaporkan PPh Pasal 23 tahun 2023 sebesar Rp
9.405.654 melalui sistem e-Filing atau e-SPT, dengan batas waktu pelaporan
tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak. Pelaporan mencakup jasa
arsitektur, legalitas, dan konsultasi desain, menggunakan kode objek pajak
sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini memastikan kepatuhan pajak dan
menghindari sanksi administrasi.

Berdasarkan data tahun 2023 diperoleh bahwa PT. XXX melakukan
pembetulan untuk masa Februari sehingga terbit sanksi sebesar Rp 2.449.
Selain itu PT. XXX juga melakukan telat penyetoran dan pelaporan pada masa
Maret dan April sehingga harus dikenakan sanksi sebesar Rp 59.383 atas telat

penyetoran, serta sanksi denda sebesar Rp 200.000 atas telat pelaporan.
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5.2 Saran

Berdasarkan analisis diatas maka saran yang dapat diberikan kepada PT. XXX
adalah untuk terus memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan perhitungan,
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 secara tepat waktu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pelatihan bagi staf yang terkait perlu
diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang
berlaku. Hal ini bertujuan agar staf dapat melaksanakan tugas perpajakan secara tepat
dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung kepatuhan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban perpajakan. Untuk menghindari risiko sanksi administrasi, perusahaan juga
disarankan agar memperhatikan terkait batas waktu penyetoran dan prlaporan serta
melakukan pemeriksaan terhadap invoice yang diterima. Dengan langkah-langkah ini,
PT. XXX dapat memastikan kelancaran operasional perpajakan dan menjaga

kredibilitas perusahaan dimata otoritas pajak.
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